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ABSTRAK 
ASRAFUL ANAM, 2024. EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KANTOR KONSULTAN PADA 

KANTOR KONSULTAN PAJAK MASSANIGA & REKAN. Tugas Akhir, 

Program studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ibu Mira dan 

Pembimbing II Bapak Muhaimin.  

Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas penerapan 

pajak penghasilan pasal 23 atas jasa kantor konsultan pada kantor 

konsultan pajak massaniga & rekan. Objek penelitian ini adalah ”perusahan 

2023-2024”. Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini ialah 

berupa data yang bersumber dari Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan, target efektivitas pph pasal 23 di kantor konsultan pajak massaniga 

& rekan. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

kualitatif dengan menggunakan metode Reduksi data, Penyajian data dan 

Penarikan Kesimpulan. 

Hasil penelitian  dan pembahasan dari efektivitas penerapan pajak 

penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada kantor konsultan pajak 

massaniga & rekan terlaksana dengan baik menurut undang-undang pph 

23 yang berlaku. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Penerapan, PPh Pasal 23, Jasa  
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ABSTRACK 
 ASRAFUL ANAM, 2024. EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION 

OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON CONSULTANT OFFICE SERVICES 

AT MASSANIGA & REKAN TAX CONSULTANT OFFICE. Final Project, 

Taxation Diploma III Study Program, Faculty of Economics and Business, 

Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Mrs. 

Mira and Supervisor II Mr. Muhaimin. 

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the 

application of income tax article 23 on consulting office services at the tax 

consultant office of Massaniga & Rekan. The object of this study is 

"companies 2023-2024". The data used in this final assignment research is 

in the form of data sourced from the Tax Consultant Office of Massaniga & 

Rekan, the target effectiveness of income tax article 23 at the tax consultant 

office of Massaniga & Rekan. The method used in writing this final 

assignment is a qualitative method. The data analysis technique used is a 

qualitative technique using the Data Reduction method, Data Presentation 

and Conclusion Drawing. 

The results of the research and discussion of the effectiveness of the 

application of income tax article 23 on consulting services at the tax 

consulting office of Massaniga & Reka were implemented well according to 

the applicable income tax law article 23. 

Keywords: Effectiveness, Implementation, Income Tax Article 23, 

Services 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pajak, beberapa jenis pajak yang dipotong di 

Indonesia termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai 

(PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan pajak daerah. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang dibayar oleh 

individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan tidak 

digunakan untuk keperluan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah 

satu jenis pajak yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, dan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menetapkan bahwa subjek pajak 

dikenakan pendapatan orang pribadi (PPh OP). 

Di Indonesia, pemungutan pajak penghasilan menggunakan 

sistem self-assesment. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib 

pajak untuk mengitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

Tarif pajak penghasilan pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP), atau jumlah penghasilan bruto. Pajak penghasilan pasal 

23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, 

penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan, kecuali penghasilan yang 

telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Tarif terdiri dari 15% (lima 

belas persen) dan 2% (dua persen).  
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Menurut Rosita Baiq Selviana dan Busaini pada tahun 2022, 

Pajak Penghasilan Pasal 23 dibayar ke Wajib Pajak Negara dan Bentuk 

Usaha Tetap. Badan Pemerintah, Subjek Pajak dan Negeri, 

Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Perwakilan 

Perusahaan Luar Negeri lainnya ditunjuk oleh Pemerintah untuk 

membayar pajak ini. Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak termasuk pajak 

yang dipotong oleh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.  

Pemerintah menetapkan Badan Wajib Pajak dalam Negeri 

dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan sesuai 

ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, 

yang dipotong oleh pemotong yang sudah ditetapkan di Pasal 23 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang PPh, sesuai dengan 

pengertian pajak di Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Perusahaan 

yang didirikan di Indonesia harus membayar sebagai pemotong pajak. 

Salah satu PPh Pasal 23 sering terjadi dalam berbagai transaksi di dalam 

bisnis perusahaan dan bias ketika menggunakan jasa yang diberikan 

oleh suatu lembaga pemerintahan. Misalnya, transaksi sehari-hari 

seperti sewa mobil, iklan online, dan penyediaan jasa Dalam transaksi 

ekonomi, pemberi dan penerima jasa terlibat dalam banyak interaksi.  

Salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pajak dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan hukum pajak 

adalah administrasi pajak. Secara lebih terperinci, administrasi pajak 

menangani manajemen sistem pajak, identifikasi, dan pendaftaran 
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wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyediaan layanan kepada wajib 

pajak. Dengan demikian, administrasi pajak didirikan untuk 

meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan 

membayar pajaknya.  

Pebisnis sering menggunakan jasa konsultan pajak untuk 

membantu mereka melapor dan membayar pajak, terutama bisnis besar 

dengan banyak cabang. Tidak dapat dihilangkan bahwa konsultan 

pajak diperlukan. Untuk mendirikan bisnis mereka, konsultan pajak 

dengan izin praktek biasanya menggunakan istilah "kantor konsultan 

pajak". Konsultan pajak dengan izin praktek sudah dapat membuka 

kantor konsultan sendiri dan mempekerjakan karyawan dalam bidang 

yang sama.  

Konsultan Pajak adalah bagian penting dari sebuah negara 

untuk membantu warga memahami kewajiban mereka untuk 

membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak dan Ketua Umum Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah setuju untuk bekerja sama 

dalam hal sosialisasi, pelatihan, dan meningkatkan peran konsultan 

pajak. Selain itu, forum komunikasi yang dimaksud akan mengadakan 

pertemuan rutin untuk mengatur, mengevaluasi, dan menyamakan 

pendapat tentang cara melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang perpajakan. (Izzah, 2022) 

 Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana evektifitas Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 
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dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas jasa. Maka Penulis 

mengajukan penelitian dengan judul “  Efektifitas Penerapan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan pada Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga & Rekan “      

B. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan uraian pendahuluan diatas, permasalahan yang diteiti : 

“Bagaimana efektivitas penerapan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 

23 atas suatu perusahaan yang ditangani?” 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas pembayaran pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas suatu perusahaan yang ditangani.  

D. Manfaat Penilitian  

1. Bagi penulis  

Penelitian ini dapat membantu pembaca mendapatkan informasi dan 

pemahaman tentang pasal 23 tentang pajak penghasilan. 

2. Bagi Akademisi 

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi pendidikan lebih 

banyak pengetahuan tentang pemotongan dan pelaporan PPh 23. 

Mereka juga dapat digunakan sebagai referensi untuk studi 

mendatang.  

3. Bagi Instansi  
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Untuk penelitian ini, dapat membantu instansi menyebarluaskan 

informasi atau ilmu mengenai PPh 23 yang ditangani oleh instansi 

tersebut.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori  

1. Efektivitas 

a. Pengertian Efektifitas  

"Efektif" berasal dari kata Inggris "efektivitas", yang berarti 

efektifitas, keefektifan, kemujaraban, kemanjuran, dan 

keampuhan, dan "berhasil", yang berarti berhasil, atau sesuatu 

yang dilakukan dengan baik atau berhasil. 

"Efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil" adalah 

arti dari kata "efektif", menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Oleh karena itu, efektivitas didefinisikan sebagai 

keaktifan, daya guna, dan kesesuaian dalam kegiatan seseorang 

yang melakukan tugas dengan sasaran tertentu. Meskipun 

keduanya berbeda, efektivitas pada dasarnya menunjukkan 

seberapa banyak hasil yang telah dicapai, dan biasanya 

dikaitkan dengan konsep efisiensi. Sementara efektivitas 

berkonsentrasi pada hasil yang dicapai, efisien berkonsentrasi 

pada cara mencapai hasil tersebut dengan membandingkan 

input dan output.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

keadaan yang menunjukkan seberapa baik suatu rencana dapat 

diterapkan. Efekivitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat 

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha 
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tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, karena lebih 

banyak rencana yang dapat dicapai, lebih efektif kegiatan 

tersebut.  

b. Aspek-aspek Efektivitas  

Berdasarkan pendapat Muasaroh, ada beberapa aspek-

aspek efektivitas antara lain :  

1. Aspek tugas atau fungsi  

Dengan kata lain, organisasi dianggap efektif jika 

melakukan fungsi atau tanggung jawabnya. 

2. Aspek rencana atau program  

Suatu program atau rencana dianggap efektif jika dapat 

dilaksanakan secara keseluruhan. 

3. Aspek ketentuan dan peraturan  

Salah satu cara untuk mengetahui apakah aturan yang 

dibuat untuk mengurangi durasi kegiatan berfungsi atau 

tidak adalah salah satu cara untuk mengetahui seberapa 

efektif suatu program.  

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal  

Hasil dapat digunakan untuk menilai komponen program 

kegiatan jika tujuan atau kondisi program dapat dicapai.  
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c. Ukuran Efektivitas  

Sangat sulit untuk menentukan seberapa 

efektif suatu program kegiatan karena pendapat yang 

berbeda dapat digunakan tergantung pada siapa yang 

menilai dan memahaminya. Dari sudut pandang 

produktivitas, manajer produksi memberikan 

pemahaman bahwa efektivitas merujuk pada kualitas 

dan kuantititas (output) produk dan jasa. Tingkat 

efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan 

rencana sebelumnya. Namun, tidak dapat dianggap 

efektif jika usaha atau hasil pekerjaan tidak sesuai 

dengan yang diharapkan, sehingga tujuan tidak 

tercapai atau tujuan yang diharapkan tidak tercapai. 

Untuk menentukan apakah tujuan itu efektif, ada 

beberapa standar yang digunakan:  

1) Kejelan tujuan yang harus dicapai membantu 

karyawan mencapai tujuan mereka sendiri dan 

organisasi. 

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan: umumnya, 

strategi adalah "pada jalan" yang diikuti selama 

berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

implementer terus mencapai tujuan organisasi. 
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3) Proses analisis dan perumusan kebijakan terkait 

dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Ini 

berarti bahwa kebijakan harus dapat menyelaraskan 

tujuan dengan upaya untuk melaksanakan kegiatan 

operasional.  

4) Membuat keputusan tentang masa depan organisasi 

pada dasarnya berarti perencanaan yang matang.  

5) Rencana program yang tepat harus dimasukkan ke 

dalam program pelaksanaan yang tepat karena jika 

tidak, para pelaksana tidak akan memiliki pedoman 

untuk bertindak dan bekerja.  

d. Pendekatan Efektivitas 

Untuk menentukan seberapa efektif suatu tindakan, 

pendekatan efektivitas digunakan. Ada beberapa cara untuk 

mengukur efektivitas, antara lain : 

1) Pendekatan sasaran (Goal Approach) 

Metode ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan organisasi dalam mencapai 

sasarannya. Pendekatan sasaran mengukur 

efektivitas dimulai dengan menentukan sasaran 

organisasi dan mengukur tingkat keberhasilannya 

dalam mencapainya. 

2) Pendekatan sumber (System Resource Approach ) 
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Pendekatan Sumber Sistem: Pendekatan sumber 

mengukur efektivitas melalui kemampuan suatu 

organisasi untuk memperoleh berbagai sumber yang 

dibutuhkannya. Organisasi harus dapat memperoleh 

berbagai sumber sambil mempertahankan keadaan 

dan sistem agar tetap efektif.  

2. Penerapan  

a. Pengertian Penerapan  

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), penerapan 

berarti "perbuatan menerapkan". Namun, beberapa pakar 

mengatakan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan 

menerapkan teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan 

tertentu dan untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan 

yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.  

Penerapan (implementasi) adalah tentang aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme atau sistem. Ini bukan 

hanya aktivitas; itu adalah suatu kegiatan yang direncanakan 

dan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002: 

70).  

  Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan 
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mengacu pada penerapan hasil karya untuk diterapkan di 

masyarakat.(Nugroho, 2003: 158). 

 Didasarkan pada pemahaman ini, dapat dikatakan 

bahwa penerapan (implementasi) adalah aktifitas, atau adanya 

tindakan, aksi, atau mekanisme suatu sistem. Dengan 

demikian, penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, 

tetapi suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai 

tujuan kegiatan. 

b. Jenis-jenis Penerapan 

Ada empat  Jenis-jenis Penerapan, yaitu antara lain: 

1) Penerapan Kebijakan Publik 

Setelah hukum atau kebijakan ditetapkan melalui proses 

politik, implementasi kebijakan publik adalah tahap 

administrasi.  

2) Penerapan Sistem  

Proses menambahkan data baru ke dalam operasional 

disebut implementasi sistem.  

3) Penetapan Strategi  

Proses membuat strategi dan menerapkannya ke dalam 

tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan 

anggaran. 
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4) Penerapan Kebijakan  

Melaksanakan kebijakan dan kemudian 

mengembangkannya untuk meningkatkan program 

dikenal sebagai implementasi kebijakan. 

3. Pajak Penghasilan  

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak, baik individu maupun organisasi, atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak yang dimaksud.  

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang No. 17 

Tahun 2000, perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 

198, tentang pajak penghasilan. Peraturan pemerintah, seperti 

keputusan presiden, keputusan mentri keuangan, keputusan 

Direktorat Jendral Pajak, dan Sura Edaran Direktorat Jendral Pajak, 

mengatur rincian pajak penghasilan. (jdihkemenkeugoid, 2022) 

a. Wajib Pajak  

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi 

syarat tertentu dan dapat diberikan sebelum pengambilan 

kelebihan pembayaran pajak.  

Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh diantaranya:  

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitshusn 

Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
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2) Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang 

terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap 

jenis pajak yang tidak berturut-turut. 

3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang telah 

disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian 

SPT Masa pada masa pajak berikutnya. 

4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis 

pajak. 

5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak 

pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 

10(sepuluh) tahun terakhir. 

6) Dalam hal laporan keuangan yang diaudit oleh Akutansi 

Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 

pendapat wajar diperlukan, kecuali jika pengecualian 

tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.  

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak  

Yang termasuk subjek pajak adalah :  

1) Orang pribadi  

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak, 

3) Badan dapat berupa perseroan terbatas, perseroan 

komonditer, BUMN/BUMD dengan bentuk apa pun, 

firma konsi, koperasi, dana pensiun, perseketuan, 
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perkumpulan yayasn, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, dan badan lainnya. 

4) Bentuk Usaha Tetap ( BUT)  

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :  

a) Subjek pajak dalam Negri  

(1) Individu yang saat ini tinggal di Indonesia, telah tinggal 

di sana selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan, atau telah tinggal di sana selama satu tahun 

pajak.  

(2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan 

yang memenuhi kriteria :  

1. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

2. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(3) Penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah 

pusat atau Pemerintah Daerah. 

(4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional Negara  

b) Subjek Pajak Luar Negri  
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(1) Badan yang didirikan dan tidak berlokasi di Indonesia 

yang melakukan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau menerima 

atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 

(2) Orang-orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang-

orang yang tinggal di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan 

atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat 

menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa 

menjalankan usaha atau kegiatan melalui usaha tetap di 

Indonesia.  

Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap Bentuk  Usaha 

Tetap (BUT) dimana pengenaan pajak dilakukan melalui 2 tahap 

yaitu:  

1) Perlakuan pajak sebagai Subjek Pajak Dalam Negri dimana 

pajak diterapkan dari laba neto BUT 

2) Perlakuan pajak sebagai subjek pajak LUar Negri, dimana pajak 

ditetapkan dari sisa laba setelah pajak yang sia dikirim kenegara 

asal. 

 



16 
 

 
 

Gambar 2.1  

 Perbedaan Subjek Pajak Luar Negri dan Subjek Pajak Dalam 

Negri serta BUT 

 

Sumber: Kartika Putri KUmalasari & Nurlita Sukma 

Alfandia. Pajak Internasioanl Edisi 2020 (Kumalasari Kartika 

Putri, 2020) 

c. Tidak Termasuk Subjek Pajak  

Yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagi berikut :  

1) Kantor perwakilan asing  

2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau 

pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang 

diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan 

bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:  
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a) Bukan warga Negara Indonesia dan tinak menerima 

atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya 

di Indonesia. 

b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan 

timbal balik.  

3)  Organisasi internasional, dengan sarat : 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari indoesia selain 

pemberian pinjaman kepada pemerintah yang 

dananya berasal dari iuran para anggota.  

4) Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan 

syarat :  

1) Bukan warga Negara Indonesia. 

2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan 

lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.  

d. Objek Pajak 

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008, yang menjadi Penghasilan dapat didefinisikan 

sebagai setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang 

diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang terkait 
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dalam bentuk dan jenis apa pun. Termasuk dalam: 

(Wafikhoh, 2022) 

1) Pengganti atau imbalan yang berkaitan dengan jasa yang 

diberikan atau diterima termasuk gaji, upah, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam 

undang-undang.  

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 

penghargaan.  

3) Laba usaha. 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan 

harta termasuk:  

a) a) Keuntungan yang dihasilkan dari penyertaan 

modal atau penggantisaham yang diberikan kepada 

perusahaan, persekutuan, atau organisasi lainnya.  

b) b) Keuntungan yang diperoleh oleh seorang anggota, 

sekutu, atau pemegang saham sebagai akibat dari 

pengalihan properti kepada perseroan, persekutuan, 

atau badan lainnya. 

c) Keuntungan yang dihasilkan dari proses likuidasi, 

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, 

atau pengambilan bisnis.  
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d) d) Keuntungan dari pengalihan harta berupa hibah, 

bantuan, atau sumbangan, kecuali diberikan kepada 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan 

sosial, atau pengusaha kecil yang ditetapkan oleh 

Mentri Keuangan, selama tidak ada hubungan 

dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 

dibebankan sebagai biaya.  

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain 

karena jaminan pengembalian uang.  

7) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang 

polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

8) Royalti. 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta.  

10) Penerimaan atau peroleh pembaaran berkala. 

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai 

dengan jumlah tertentu ang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. 

12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 
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13) Selisi lebih karena penilaian kembali aktiva.  

14) Premi asusarnsi.  

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri Wajib Pajak yang menjalankan 

usaha atau pekerjaan bebas.  

16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan 

yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi : 

a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja 

dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, 

penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, 

pengacara dan sebagainya. 

b) Penghasilan dari usaha atau kegiatan. 

c) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, 

seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari 

penjualan harta yang tidak digunakan, dan 

sebagainya. 

d) Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak 

dapat diklasifikasikan kedalam satu dari tiga 

kelompok penghasilan diatas seperti :  

(1) Keuntungan karena pembebasan utang. 

(2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

(3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktivitas. 
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(4) Hadia undian bagi wajib pajak dalam negri, yang 

menjadi objek pajak adalah penghasilan baik 

yang berasal dari Indonesia maupun luar 

Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak hanya 

penghasilan dari Indonesia. 

e. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak  

Dikecualikan oleh objek pajak sebagai berikut: 

1) Sumbangan atau bantuan, termasuk zakat, yang dapat 

diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang 

diterima oleh penerima zakat yang berhak. Ini wajib bagi 

pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Lembaga 

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

ini diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, dan 

syarat-syaratnya diatur oleh peraturan pemerintah.  

2) Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam 

garis lurus satu derajat, lembaga pendidikan, lembaga 

sosial, yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro yang diatur oleh Mentri 

Keuangan, selama tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau pengsahaan di antara pihak-

pihak tersebut. 
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3) Warisan, harta tunai yang diterima oleh badan sebagai 

pengganti penyetor modal atau saham. 

4) Pengganti atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang 

diberikan kepada wajib pajak atau pemerintah, kecuali 

yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan 

pajak secara akhir atau wajib pajak yang menggunakan 

standar perhitungan khusus. 

5) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 

oleh perseroan terbatas yang berstatus sebagai Wajib 

Pajak Nasional, Koperasi, Badan Usaha Milik Ngara, 

atau Badan Usaha Milik Daerah dari pernyataan modal 

badan usaha yang berbasis di Indonesia, dengan syarat: 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD yang 

menerima dividen sebesar 25 persen (atau 25 persen) 

dari modal yang disetor. 

6) Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi 

kepada individu melalui asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa.  

7) Iuran dari dana pensiun yang didirikan oleh Mentri 

Keuangan dan dibayar oleh pegawai dan pemberi kerja. 
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4.  Pajak Penghasilan Pasal 23 

   Pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) adalah pajak 

yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, 

atau hadiah dan penghargaan, kecuali yang dipotong dari PPh 

Pasal 21. Penghasilan jenis ini biasanya terjadi karena 

transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (biasanya 

penjual atau pemberi jasa) dan pihak yang memberikan 

penghasilan. Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

dalam Negri dan Bentuk Usaha Tetap yang bersal dari modal, 

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

diotong Pasal 21 UU PPh, yang dibayarkan, disediakan untuk 

dibayarkan, subjek pajak badan dalam negri, penyelenggara 

kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya. (Setyawardana et al., 2021) 

a. Obek Pajak dan Tarif Pajak Pasal 23 

Pihak yang bertanggung jawab untuk memotong pajak 

akan memotong uang yang dibayarkan, disediakan untuk 

dibayarkan, atau telah dibayarkan oleh badan pemrintah, 

subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 

bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau 

bentuk usaha tetap. 

Berikut adalah tarif Pemotongan ; 
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1) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :  

a) Dividen  

b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan 

karena jaminan pengembalian utang.  

c) Royalti. 

d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain 

yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 

2) Sebesar 2% dari bruto yang tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai atas : 

a) Sewa dan penghasilan lain yangsehubungan 

dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan 

banguna. 

b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa 

manajemen, jasa konstuksi, jasa konsultan, dan jasa 

lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21.  

3) Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh 

Pasal 23 adalah :  

a) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada 

bank. 

b) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan 

dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 
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c) Dividen atau bagian laba yang diterima atau 

diperoleh perseroan terbatas sebagai BUMN, 

koperasi, wajib pajak dalam negri, dari penyertaan 

modal pada usaha yang didirikan dan tempat 

kedudukannya di Indonesia dengan 2 syarat : 

(1) Dividen berasal dari cadangan laba yang 

ditahan. 

(2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD 

yang menerima dividen, kepemilikan saham 

kepada badan yang memberikan dividen paling 

rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 

d)  Dividen yang diterma oleh orang pribadi. 

e) Diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atau bagian laba yang 

diterima atas persekutuan, saham-saham, kongsi, 

firma, dan perkumpulan, termasuk pemegang unit 

kontrak investasi kolektif. 

f) Hasil usaha sisa koperasi yang dibayarkan koperasi 

oleh anggotanya. 

g) Jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur 

pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan 

Peraturan Mentri Keuangan atau penghasilan yang 

dibayarkan atau terutang kepada badan usaha.  
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4) Yang dikenakan pemotong PPh Pasal 23 Dikenakan 

pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam 

negri, Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau 

memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain 

yang telah dipotong PPh pasal 23. 

5) Tata cara pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 

Pembayaran atau pemotongan pajak paling lambat 

dilaksanakan pada akhir bulan atau pada masa pajak 

terutangnya penghasilan. Penyetoran pajak paling lama 

di bayar tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat 

terutangnya PPh Pasal 23, adanya tata cara 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.  

Berikut tatacara proses pembayaran PPh Pasal 23 

sebagai berikut :  

a) Sebalum melakukan pembayaran atau penyetoran 

pajak pihak pemotong pajak, Terlebih dahulu 

harus membuat ID Billing sebagai kode atau ID 

Pajak, sebagai pengganti surat setoran pajak yang 

dibuat menggunakan e-Billing. 

b) ID Billing dapat dibuat di aplikasi E-Billing atau di 

Online Pajak. kode Billing atau ID Billig ber;aku 

selama 7X24 jam, apabila pembayaran atau 
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penyetoran pajak dilakukan lebih dari waktu 

ditentukan, maka pihak pemotong pajak harus 

membuat ulang ID Billing.  

c) Melakukan pembayaran atau penyetoran dilakukan 

di kantor Pos atau Giro dan Bank presepsi yang 

telah ditentukan oleh Mentri Keuangan dan Dirjen 

Pajak.  

d) Melaporkan PPh Pasal 23 dengan mengunakan 

SPT masa disertai dengan bukti potong. 

e) Mencatat bukti penyetoran dan pelaporan pajak. 

f) Penerimaan kuitansi.  

B. Kerangka  Konseptual 

Menurut Mardiasmo (2011: 1) pajak didefinisikan sebagai 

"iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat dilanjutkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum",  

 Pajak, menurut P.J.A. Adriani, adalah iuran masyarakat 

kepada negara yang dapat dipaksakan yang dibayar oleh pihak yang 

wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang), 

tanpa menerima hasil yang langsung dapat ditunjuk. Tujuan pajak 

adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan 

tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemerintah.  
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 Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau 

badan yang berdifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Baik perusahaan swasta maupun perusahaan swasta dapat 

menawarkan manajemen, konsultan, dan teknik. Namun, PPh Pasal 

21 akan dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk 

PPN) atas jasa yang diberikan oleh perusahaan swasta. 

 Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau alat administrasi lain 

yang serupa dengan Surat Setoran Pajak. Setelah disahkan oleh 

pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau setelah 

menerima kan validasi, SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran 

pajak. Setelah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara (NTPN), SSP dianggap sah. Untuk pembayaran pajak, 

tempat pembayaran adalah Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh 

Mentri Keuangan sebagai tempat pembayaran. 

Konsep didefinisikan sebagai alur pemikiran yang 

mempertimbangkan hubungan antara konsep-konsep untuk 

mengidentifikasi dan mengarahkan asumsi yang berkaitan dengan 
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variabel yang akan diteliti. Untuk menyusun data untuk penelitian, 

diperlukan prosedur yang baik dan sistematis. Berikut adalah 

gambaran kerangka konseptual:  

Gambar 2. 2  Kerangka Konseptual 
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C. Metode Penelitian  

1. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan yang beralamat di Jl. Pendidikan 1 Blok B3 No. 26, 

Kecamatan Rappocini Makassar Sulawesi Selatan. Waktu 

penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah ujian 

proposal. 

2. Sumber Informasi  

Sumber informasi utama yang bertindak sebagai subjek dalam 

penelitian ini adalah Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga 

& Rekan selaku orang yang langsung menangani PPh Pasal 23. 

Selain itu juga melibatkan staf untuk memberikan informasi 

tambahan. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Beberapa  teknik Pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Wawancara  

Mengumpulkan data yang dilakukan dengan mewawancarai 

pihak Manajer serta staf  yang berwewenang untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

b) Metode Observasi  

Pengumpulan data/metode observasi  langsung di Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Penelitian ini untuk 

mencatat semua informasi atau data-data objek maupun subjek 

yang diteliti. 



31 
 

 
 

c) Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan melihat atau menganalisis 

dokumen penelitian. Teknik dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan mempelajai dokumen pajak, seperti 

bukti pembayaran atau penerimaan pajak. 

d) Teknik Analisis Data  

Peneliti menganalisis data kualitatif. Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan tinjauan 

dokumen. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

data dari catatan lapangan dan wawancara secara sistematis 

sehingga data dapat dipahami dengan mudah dan hasilnya 

dapat dikomunikasikan. Proses analisis data kualitatif 

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:(Uin & Banjarmasin, 2018) 

 

1) Reduksi Data  

Peneliti melakukan perangkuman data hasil dari hasil yang 

dikumpulkan dalam peneliti guna mempermudah peneliti 

untuk menentukan data yang lebih akurat.  

2) Penyajian Data 

Menurut Pratowo (2012:244), penyajian data di sini adalah 

sekumpulan informasi yang disusun dengan cara yang 

memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan 

mengambil tindakan. Dengan melihat presentasi, kita 
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dapat memahami apa yang sedang terjadi dan mengambil 

tindakan berdasarkan pemahaman yang kita peroleh dari 

presentasi. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Menurut Rijali (2018:94), penarikan kesimpulan 

berlangsung dari awal pengumpulan data hingga pencarian 

makna objek, pencatatan keteraturan pola, penjelasan, dan 

alur sebab akibat. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi  

Asosiasi Kantor Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) yang 

dalam bahasa inggeris disebut sebagai Indonesian Public Tax Consultants 

Association (IPTACA) adalah organisasi profesi Konsultan Pajak Publik 

Indonesia, pendidikan perpajakan konsultan hukum pajak, akutansi dan 

teknisi perpajakan Indonesia, yang didirikan atas manah peraturan mentri 

keuangan No. 111/PMK/2014 tanggal 09 Juni 2014, tentang konsultan 

pajak.  

AKP2I berbadan hukum yang dibuat oleh Notaris Lilis Suryati, SH 

M.Kn No.3 tanggal 30 Jannuari 2015 dan telah mendapatkan pengesahan 

dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU000196 AH01.07 tahun 2015, 

serta terdaftar pada KKP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan 

NPWP : 72.087.35.4-019.000. AKP2I pada tanggal 11 Maret 2015 telah 

terdaftar sebagai Asosiasi Konsultan Pajak pada Direktur Jenderal Pajak 

Kementrian Keuangan RI.  

Pendiri utama perkumpulan AKP2I terdiri dari para Konsultan Pajak 

Publik, Teknisi Perpajakan, Pendidik Perpajakan Konsultan Hukum Pajak, 

Mantan Auditor BPK/BPKB dan Mantan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI.  
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AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terdapat 

dibeberapa tempat dengan berbagai daerah, diantaranya Makassar 

Watampone, Sengkang, dan Kendari. Kegiatan kantor di kordinir oleh Ibu 

Sepsiana, S.IP selaku menejer kantor AKP2I Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan dengan nomor izin praktek No. Kep 1511/IP.C/PJ/2015 

bergerak di bidang perpajakan yang menangani beberapa Wajib Pajak.  

B.  Visi Misi Perusahaan/Instansi  

1. Visi  

Menjadi wadah pemersatu profesi Kantor Konsultan Publik, 

Pendidikan Perpajkan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntansi dan Teknisi 

Perpajkan Indonesia, para mantan Auditor Bpk/BPKP serata mantan 

pejuang Bangsa dan NKRI di bidang Perpajakan dan Akuntansi. 

2. Misi  

a. Membawa persatuan Konsultan Pajak Publik, Pendidikan 

Perpajakan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntansi dan Teknisi 

Perpajakn Indonesia dan para mantan Auditor BPK/BPKP serta 

mantan pegawai Direktorat Jendral Pajak Indonesia. 

b. Menjadi mitra strategi bagi pemerintan DJP dalam meningkatkan 

penerimaan Negara. Sekaligus menciptakan masyarakat sadar akan 

hak dan kewajiban perpajakannya. 

c. Menyusun Standar Konpetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

dibidang perpajakan. 
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d. Menciptakan organisasi profesi yang berkualitas, berintegritas, 

bersih dan beribawa, konpeten dibuktikan dengan sertifikat 

konpetensi yang berlaku khusus, Nasional dan Internasional dari 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dari Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi serta beretika luas kode etik dan standar profesi 

konsultan pajak publik. 

e. Menjaga kualitas kompetensi profesi anggota melalui program 

Pembangunan Profesional Berkelanjutan. 

f. Memelihara hubungan harmonisasi dengan pemerintah dunia 

usaha, industry, dan sesame organisasi profesi. 

g. Meningkatkan konpetensi dibidang akuntansi dan perpajakan 

melalui Lembaga Serifikasi Profsi (LSP) dan BNSP. 

h. Menerapkan kurikulum diklat profesi berbasis KKNI sesuai 

dengan perpres tahun 2012 dengan kualifikasi teknisi akuntansi 

pertama, penyeli muda dan madya ( level I, II dan III) teknisi 

perpajkan penyeli muda dan madya (level IV, V dan VI), konsultan 

pajak madya dan utama (level VII dan VIII). 
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C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di   Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga & Rekan  

Struktur organisasi  

 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Instansi 

Uraian Tugas  

1. Ketua Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan  

a. Memantau setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban 

masing-masing staf. 

b. Bertanggung jawab atas seluruh aktifitas kantor. 

c. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf kantor. 

2. Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

a. Memastikan ketersediaan laporan keuangan bulanan serta tahunan. 

b. Memastikan validasi transaksi keuangan dan pajak perusahaan  

c. Memastikan diaplikasikannya peraturan perpajakan dan keuangan pada 

prusahaan.  
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d. Memastikan prosedur pelaporan OJK terlaksana dengan baik.  

3. Staf Kantor Konsultan Pajak Masaniga & Rekan  

a. Melaporkan pajak masa bulanan maupun tahunan 

b. Mencatat data transaksi bisnis perusahaan. 

c. Mengumpulkan, mengatur, dan menyiapkan dokumen perusahaan. 

d. Membantu surat dibutuhkan oleh perusahaan terkait dibidang 

perpajakan. 

Kegiatan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan  

1. Menghitung dan melapor PPh 23/26 

2. Menghitung dan melapor PPN 

3. Menanggapi surat yang diterima Wajib Pajak dari Kantor Pajak  

4. Menghitung PPh 21 karyawan  

5. Membantu menerbitkan E-faktur dan ID Billing setiap transaksi  

6. Mendampingi Wajib Pajak dalam menangani restitusi  
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Konsultan Pajak Massaniga 

& Rekan, dapat diperoleh data berupa Bukti Potong PPh 23 dan efektivitas 

pembayaran PPh 23 atas suatu perusahaan yang ditangani. 

1. Efektivitas Penanganan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

perusahaan yang ditangani  

Pemotongan dan penerimaan Penghasilan Pasal 23, antara lain :  

a. Badan Pemerintah  

b. Subjek pajak badan dalam negri  

c. Penyelenggara kegiatan  

d. Bentuk usaha tetap (BUT)  

e. Perwakilan perusahaan asing  

f. Wajib pajak orang pribadi dalam negri yang ditunjuk oleh Direjen 

Pajak sebagai Pemotong PPh pPasal 23, seperti, akuntan, dokter, 

notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, Pengacara,dan 

konsultan.  

Pemotongan PPh 23, wajib harus memiliki bukti potong. Penerima bukti 

potong dianjurkan menyimpang bukti potong tersebut digunakan pada 

saat melaporkan diakhir tahun. Fungsi bukti potong adalah adalah untuk 

mengawasi maupun mengecek kebenaran pajak yang telah dipotong oleh 

pemungut tersebut telah dibayarkan ke kas negara. 

Bukti potong bermanfaat sebagai pengurangan pajak badan dengan 

menggunakannya pada saat melakukan pentyampaian SPT Tahunan 

Pajak Badan. Bukti prmotongan/pemungutan PPh adalah dokumen 
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berupa formulir atau dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan dibuat oleh pemotongan/pemungutan PPh yang telah 

dilakukan pemotonga/pemungutan. Selain itu, bukti 

pemotongan/pemungutan juga menunjukkan besaran PPh yang telah 

dipotong/dipungut.  

Gambar 3.2  

Bukti Potong PPh 23 Perusahaan PT. Y 2023 

 

 
(Sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa perusahaan PT. Y 

memotong PPh 23 atas jasa perantara yang dibayarkan pada tanggal 31 

Desember 2023 penghasilan bruto sebesar Rp. 6.886.262.00,- dengan 

dikenakan tarif PPh 23 sebesar 2% sehingga yang dipotong/dipungut 

ialah Rp. 137.725.00,-.  



40 
 

 
 

2. Efektivitas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Perusahaan yang 

Ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan  

Pembayaran PPh 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya, dan pelaporanya paling lambat tanggal 20 buan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh 23 wajib memberikan tanda 

bukti pemotongan kepada orang pribadi/badan yang dipotong setiap 

melakukan pemotongan/pungutan. Berikut daftar pembayaran perusahaan 

Y pada tahun 2023.  

Tabel 3.1 

Data Pelaporan  PPh 23 Pada Perusahaan PT. Y Tahun 2023 

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga& Rekan 

Pada tabel 3.1  secara keseluruhan dalam periode 2023 PT. Y 

melakukan penyPPh 23 teapat waktu yaitu kurang dari 10 bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir.  

Masa Pajak PPh Pasal 23 Tanggal Pembayaran 

Jannuari Rp. 6.443.014 10/02/2023 

Februari Rp. 5.533.530 08/03/2023 

Maret Rp. 6.838.305 10/04/2023 

April Rp. 3.576.805 05/05/2023 

Mei Rp. 7.370.905 11/06/2023 

Juni Rp. 6.176.425 11/07/2023 

Juli Rp. 6.265.678 09/08/2023 

Agustus Rp. 8.449.055 10/09/2023 

September Rp. 5.533.532 11/10/2023 

Oktober Rp. 7. 051.692 10/11/2023 

November Rp. 6.617.119 10/12/2023 

Desember Rp. 6.886.262 10/01/2024 
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Tabel 3.2 

Data Pelaporan PPh 23 PT. Y Tahun 2024 

Tahun Pajak PPh Pasal 23 Tanggal Pembayaran 

Jannuari Rp. 6.731.244 10/02/2024 

Februari Rp. 6.323.199 10/03/2024 

Maret Rp. 7.635.136 10/04/2024 

April Rp.7.771.397 10/05/2024 

Mei Rp. 1.200.000 10/06/2024 

Juni Rp. 6.936.734 10/07/2024 

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Massanga & Rekan 

E. Pembahasan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah jenis pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) dari 

sumber tertentu di Indonesia. Aturan mengenai PPh 23 diatur dalam 

Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang secara umum adalah Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang 

ini adalah landasan hukum utama yang mengatur pajak penghasilan, 

termasuk PPh 23. 

1. Efektivitas Penanganan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

perusahaan yang ditangani  

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

menerapkan sistem manajemen dokumen yang efektif dalam pengelolaan 

bukti potong PPh Pasal 23. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu 
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Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniaga dan Rekan yang mengatakan 

bahwa : 

“Jadi kalau sudah pegang bukti potong, simpan baik-baik karena nanti bisa 

digunakan untuk SPT Tahunan Pajak karena bisa jadi pengurang SPT 

Tahunan”  

 

Pada kantor konsultan pajak Massaniaga dan Regan menyimpan 

bukti potong sebagai arsip penting yang nantinya berfungsi sebagai kredit 

pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dalam SPT Tahunan. 

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan menjalankan prosedur 

pengawasan yang ketat terhadap setiap perhitungan PPh Pasal 23 dan 

memastikan bahwa perhitungannya selaras dengan informasi yang 

tercantum pada bukti potong. Ketelitian ini menghasilkan tingkat akurasi 

yang tinggi, dengan minimnya perbedaan antara data perhitungan dan bukti 

potong yang diterima. 

Meskipun pada umumnya proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan 

PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong pajak, Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan tetap melakukan verifikasi independen. Khususnya 

untuk jasa penyedia tenaga kerja, mereka melakukan perhitungan ulang PPh 

Pasal 23 sebagai langkah konfirmasi. Tindakan ini menjadi mekanisme 

kontrol tambahan untuk memastikan keakuratan data yang diberikan oleh 

pemotong pajak. 
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2. Efektivitas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Perusahaan yang 

Ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan  

Berdasarkan pembayaran PPh 23 Pada Perusahaan PT. Y Tahun 

2023, telah melakukan pelaporan perpajakan atas PPh Pasal 23 sehubungan 

dengan jasa yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

dari bulan Januari sampai Desember tahun 2023. 

Sepanjang tahun 2023, PT. Y telah menunjukkan kepatuhan yang konsisten 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya terkait Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23.  

Sedangkan pada tahun 2024 PT. Y juga telah melaksanakan pelaporan 

perpajakan secara rutin dan tepat waktu untuk setiap transaksi yang terkait 

dengan jasa yang dikenakan PPh Pasal 23, mulai dari periode Januari hingga 

Juni 2024. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan menunjukkan 

pendekatan yang sangat profesional dan teliti dalam pengelolaan 

PPh Pasal 23. Praktik mereka mencerminkan komitmen tinggi 

terhadap kepatuhan pajak, akurasi data, dan perlindungan 

kepentingan klien. Pendekatan ini tidak hanya memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga memberikan 

nilai tambah bagi klien mereka melalui manajemen pajak yang 

efektif dan mitigasi risiko perpajakan. 

2. kesesuaian dengan aturan tentang pelaporan yang dilakukan telah 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang menandakan 

efektivitas yang baik terhadap ketentuan perpajakan  serta 

menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap kepatuhan pajak 

hal ini mencermikan manajemen yang bertanggung jawab dan 

berpotensi memberikan manfaat bagi perusahaan dalam bentuk yang 

baik dengan otoritas pajak serta meminimalkan risiko sanksi atau 

pemeriksaan pajak dimasa yang akan datang. 

B. SARAN  

1. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan harus memastikan ketepatan 

waktu dalam pelaporan dan penyetoran PPh 23. 
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2. Kantor Konsultan Pajak dan Wajib Pajak harus menertibkan sistem digital 

guna mempermudah akses pencarian dokumen.  
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LAMPIRAN 1 

SURAT PENELITIAN 

 

(Surat Penelitian dari Unismuh) 
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(Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kota Makassar) 
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(Surat Keterangan Penelitian dari DPMPTSP Kota Makassar) 
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LAMPIRAN II 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan  Jawaban  

Bagaimana cara pembayaran 

PPh 23 dan siapa yang menerima 

penghasilan yang dipotong PPh 

23 ? 

cara membayar PPh 23 caranya 

itu pertama membuat ID Billing 

terlebih dahulu lalu dibayar 

melalui Bank, ATM yang 

disetujui oleh kementrian 

keuangan. Dan yang menerima 

penghasilan yang dipotong PPh 

23 itu Wajib Pajak. 

Bagaimana cara menghitung PPh 

23 perusahaan ? 

cara menghitung PPh 23 denga 

cara mengalikan Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) dengan 

tarif 2%. 

Siapa yang wajib memotong Dan 

menyetorkan PPh pasal 23? 

Pihak yang wajib memotong dan 

menyetorkan PPh pasal 23 yaitu 

pihak yang melakukan 

pembayaran atau pemberian 
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penghasilan. Contohnya 

perusahaan yang membayar 

sewa atau honorarium yang 

harus memotong dan menyetor 

pajak sesuai dengan ketentuan 

PPh pasal 23.  

Apa yang terjadi jika PPh pasal 

23 tidak dipotong atau 

disetorkan ? 

PPh Pasal 23 tidak dipotong dan 

disetorkan sesuai ketentuan akan 

ada saksi administrasi dan denda. 

Wajib pajak yang melakukan 

pemotongan atau pembayaran 

dapat dikenakan denda 

administrasi.  

Bagaimana efektivitas penerapan 

Pajak Penghasilan 23 di  Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga dan 

Rekan 

Untuk penerapannya sendiri itu 

kami mengikut pada peraturan 

yang berlaku dan tentunya bisa 

dibilang efektiv karena 

pencatatan dan pelaporannya 
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dilakukan berdasarkan aturan 

yang berlaku 
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LAMPIRAN III 

DOKUMENTASI 

(Dokumentasi Bersama Manajer Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan) 

(Dokumentasi Bersama Staf Kantor Konsultan Pajak Massaniga 

& Rekan) 
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